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ABSTRACT

This study examines the impact of public sector accounting KEYWORDS

implementation, financial reporting transparency, and regulatory Financial transparency,

compliance on the performance accountability of local government local government,

agencies in Gorontalo City. Using a quantitative survey method, data were performance

gathered through questionnaires administered to financial officials across accountability, public

various local government units. The results demonstrate that while Sectoraccountmg.,
regulatory compliance.

financial reporting transparency significantly and positively affects
performance accountability, public sector accounting implementation
and regulatory compliance do not show a significant influence. These
findings suggest that existing accounting systems and regulations are
often treated as mere administrative formalities rather than being
effectively internalized to drive substantive accountability. Theoretically,
this research highlights the gap between systemic design and practical
execution in public sector management. Practically, it implies an urgent
need for local governments to transcend symbolic compliance by
strengthening transparency mechanisms through accessible, user-
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friendly financial disclosures. Furthermore, enhancing human capital
through performance-based training and intensifying internal oversight
are critical to ensuring that accounting practices and regulations tangibly
improve public service quality and communal trust.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi akuntansi sektor KATA KUNCI:

publik, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan regulasi Akuntabilitas kinerja,
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Gorontalo. akuntansi sektor publik,
Dengan menggunakan metode survei kuantitatif, data dikumpulkan kepatuhan regulasi,
melalui kuesioner yang disebarkan kepada pejabat pengelola keuangan pemerintah daerah,

di berbagai unit kerja perangkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan transparansi keuangan

bahwa meskipun transparansi laporan keuangan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, implementasi akuntansi
sektor publik dan kepatuhan regulasi tidak menunjukkan pengaruh
yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi
dan regulasi yang ada sering kali dianggap sebatas formalitas
administratif dan belum terinternalisasi secara efektif untuk
mendorong hasil akuntabilitas yang substantif. Secara teoretis,
penelitian ini menyoroti adanya celah antara desain sistemik dan
praktik pelaksanaan dalam manajemen sektor publik. Secara praktis,
hasil penelitian ini menegaskan kebutuhan mendesak bagi pemerintah
daerah untuk melampaui kepatuhan simbolis dengan memperkuat
mekanisme transparansi melalui publikasi keuangan yang mudah
diakses dan dipahami masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas
sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi berbasis kinerja dan
penguatan pengawasan internal diperlukan untuk memastikan bahwa
praktik akuntansi dan regulasi benar-benar mampu meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga yang mengemban amanah publik, pemerintah daerah wajib
menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola yang bersih dan terbuka.
Tuntutan masyarakat atas akses informasi serta akuntabilitas penggunaan dana publik
merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi yang berlaku. Dalam konteks ini,
pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat dan juga sebagai subjek yang wajib
melaporkan setiap tindakan administratifnya. Akuntabilitas kinerja ditegaskan sebagai
komitmen instansi untuk memaparkan keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian
target organisasi melalui saluran pelaporan resmi yang dilakukan secara berkesinambungan.
Peninjauan berkala atas kinerja birokrasi merupakan elemen krusial dalam memvalidasi
pemenuhan kewajiban lembaga terhadap masyarakat. Mekanisme penilaian ini umumnya
mengintegrasikan pendekatan kuantitatif melalui laporan keuangan dan pendekatan
kualitatif melalui indikator non-keuangan. Dalam praktiknya, aspek non-keuangan
mencakup evaluasi atas keselarasan antara realisasi program dengan perencanaan awal,
serta persepsi publik terhadap efektivitas layanan yang diterima. Tujuan fundamental dari
pengukuran kinerja ini adalah untuk memperkuat transparansi, mempertajam fungsi
manajerial di dalam organisasi, serta mengakselerasi peningkatan mutu penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan khalayak (Rayman et al. 2024) .
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Saat ini, kinerja lembaga pemerintah menjadi sorotan publik karena masih terdapat
sejumlah instansi yang belum menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan efisiensi
kinerja. Hal ini tercermin dari minimnya kemajuan signifikan dalam capaian kinerja beberapa
instansi. Kondisi ini memicu meningkatnya desakan dari masyarakat agar pemerintahan
dapat beroperasi secara amanah, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Situasi tersebut
menandakan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja masih belum optimal. Untuk
mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai faktor yang
menjadi kendala sekaligus mencari cara untuk memperkuat efektivitas pertanggungjawaban
atas pelaksanaan wewenang yang berdampak pada tingkat akuntabilitas. Sebagaimana
dikemukakan oleh Elharon & Hassan, (2025), konsep akuntabilitas kinerja menitikberatkan
pada tanggung jawab untuk mentransfer informasi dan laporan terkait implementasi tugas
serta hasil kerja kepada pihak yang memiliki legitimasi untuk menagih pertanggungjawaban
(Tabupook & Wulandari., 2024). Urgensi pemahaman mengenai batasan manajerial ini
berlaku bagi seluruh tingkatan pemerintah guna memastikan bahwa setiap keberhasilan atau
kegagalan misi organisasi terdokumentasi dengan transparan. Fenomena ini mempertegas
bahwa mekanisme pertanggungjawaban di lingkungan pemerintahan berfungsi sebagai
pendorong kualitas kinerja dan keterbukaan lembaga publik. Agar tujuan tersebut tercapai
secara optimal, dibutuhkan kerangka hukum yang kokoh sebagai panduan operasional bagi
aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara disiplin dan selaras dengan aturan
yang berlaku, sehingga tercipta ekosistem akuntabilitas yang efektif.

Ridzal, (2020) menjelaskan bahwa melalui pelaporan yang transparan, pemerintah
dapat mendemonstrasikan pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya publik
secara terbuka. Keberadaan standar akuntansi diperlukan untuk menciptakan landasan
pemahaman yang seragam di antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyusun
hingga pengawas laporan. Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan elemen fundamental
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam sistem
demokrasi modern, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan publik,
tetapi juga sebagai entitas yang wajib mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya
negara secara transparan dan terukur kepada masyarakat. Tuntutan terhadap keterbukaan
informasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran semakin meningkat seiring
dengan berkembangnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan sosial.

Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih
menghadapi berbagai tantangan. Salah satu fenomena yang mencerminkan lemahnya tata
kelola keuangan adalah kasus gratifikasi proyek infrastruktur di Kota Gorontalo yang
melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta. Kasus tersebut menunjukkan bahwa
keberadaan regulasi dan sistem administrasi formal belum sepenuhnya menjamin
terciptanya akuntabilitas kinerja yang substantif. Akuntabilitas kinerja tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan sistem akuntansi dan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana
sistem tersebut diimplementasikan secara efektif dan transparan. Penerapan akuntansi
sektor publik, transparansi laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan sering kali dipandang sebagai instrumen utama dalam mendorong
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian, efektivitas ketiga faktor tersebut
dalam konteks pemerintah daerah masih menunjukkan hasil yang beragam.

Sebagaimana dikemukakan oleh Herlina, et al. (2021) dan Putri et al. (2025), konsep
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akuntabilitas menitikberatkan pada mandat untuk menyajikan pelaporan atas tindakan
kolektif kepada pihak eksternal. Keterbukaan atau transparansi menjadi prasyarat utama
yang memicu terciptanya akuntabilitas tersebut. Khusus dalam ranah pengelolaan anggaran
daerah, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang inklusif terhadap seluruh
elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan mengintegrasikan standar
transparansi yang Kketat, instansi pemerintah dapat mengoptimalkan kualitas
pertanggungjawaban dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Penemuan yang dilakukan
oleh Setyawan, (2025), seorang pegawai harus memiliki tingkat ketaatan yang tinggi
terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya, karena semakin
tinggi tingkat ketaatan pegawai terhadap peraturan tersebut, semakin baik pula kinerja
instansi pemerintah di suatu daerah. Peraturan perundang- undangan dibuat untuk
memastikan jalannya pemerintahan yang baik, sehingga pengawasan yang efektif diperlukan
untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan dengan benar, serta untuk
mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam peneltian ini penulis memilih pemerintah Kota Gorontalo sebagai objek
penelitian, dikarenakan adanya kasus gratifikasi pengadaan peningkatan jalan ekspanjaitan
yang melibatkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Gorontalo atau selaku kuasa
pengguna anggaran dan PPK dan satunya kontraktor pelaksana pekerjaan dari pihak swasta.
ditemukan adanya gratifikasi pada proses penunjukan PT Mahardika Mandiri Permata antara
kedua tersangka. Bahwa pada proses penyidikan ditemukan adanya penyerahan dana
sebagai bentuk komitmen fee sebesar 17 persen dari nilai kontrak yang diserahkan sebelum
penandatanganan kontrak dilakukan, tak tanggung-tanggung jumlah dana gratifikasi dari
proses ilegal tersebut sebesar Rp.2,3 milyar lebih. Berdasarkan rilis Kejati, (2024),
pelanggaran terhadap regulasi anti-korupsi tersebut dapat berimplikasi pada sanksi pidana
maksimal selama dua dekade. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan
elemen inti yang menentukan Kkeberhasilan penerapan prinsip good governance di
lingkungan pemerintahan. Lebih dari sekadar pencapaian target administratif, akuntabilitas
mencerminkan integritas lembaga dalam mengelola aset negara secara transparan dan
bertanggung jawab. Mengingat krusialnya peran tersebut, pemahaman mendalam mengenai
faktor-faktor yang mengintervensi akuntabilitas kinerja menjadi sangat urgen. Hal ini
diperlukan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi serta menjawab tantangan
publik mengenai standarisasi layanan yang lebih prima.

Melalui penelitiannya di Kantor Camat Medan Perjuangan, Rayman et al. (2024)
mengevaluasi berbagai variabel yang mengintervensi kualitas akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah. Data menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dan derajat
ketaatan pada aturan hukum secara simultan memperkuat sistem akuntabilitas kinerja,
sementara aspek gaya kepemimpinan tidak menunjukkan dampak signifikan. Signifikansi
penelitian ini terletak pada penguatan teori mengenai integritas internal organisasi.
Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah
telah banyak dilakukan, namun menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa
penelitian menemukan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas kinerja Syarif et al. (2022); (Rahmawati & Heliana, 2022). Temuan ini
menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang terstandarisasi mampu meningkatkan kualitas
pelaporan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah. Namun, penelitian lain
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menunjukkan hasil berbeda, di mana penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas (Firnando et al. 2024). Pada variabel transparansi laporan
keuangan, sebagian besar penelitian menunjukkan pengaruh positif terhadap akuntabilitas
(Herlina et al. 2021). Akan tetapi, Fitri & Arza, (2023) menemukan bahwa transparansi tidak
selalu meningkatkan akuntabilitas apabila kualitas penyampaian informasi masih rendah.
Demikian pula pada variabel kepatuhan terhadap regulasi, Muslimah et al.
(2023)menunjukkan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, sedangkan Oktaviani et al.
(2019) menemukan bahwa kepatuhan administratif belum tentu meningkatkan kualitas
kinerja. Esensi akuntansi dalam ranah publik seharusnya dipandang sebagai mekanisme
integral yang menghasilkan data relevan dan reliabel, yang mana sangat menentukan kualitas
proses manajerial serta penilaian capaian kinerja instansi secara holistik.

Demikian pula, transparansi dalam laporan keuangan memiliki peranan strategis
sebagai sarana bagi masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam menilai
keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengelola keuangan
negara. Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini difokuskan pada topik “Penerapan
Akuntansi Sektor Publik, Transparansi Laporan Keuangan, dan Kepatuhan Regulasi terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Gorontalo.” Penelitian ini bertujuan untuk
memperluas kajian sebelumnya dengan menambahkan variabel-variabel yang belum
dianalisis secara mendalam serta menyesuaikan dengan karakteristik daerah yang berbeda,
yaitu Kota Gorontalo. Implementasi pendekatan ini diarahkan untuk memberikan
sumbangsih yang komprehensif, baik bagi pengayaan teori organisasi maupun perbaikan
praktis dalam sistem akuntabilitas pemerintahan. Lebih jauh lagi, narasi yang dihasilkan dari
penelitian ini diharapkan dapat memandu para birokrat dan pembuat kebijakan dalam
merancang cetak biru (blueprint) strategi yang efektif untuk meningkatkan integritas kinerja
sektor publik. Upaya ini menjadi krusial dalam menjamin terciptanya akuntabilitas yang
berkelanjutan dan mampu merespons tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan
yang transparan.

TINJAUAN PUSTAKA
Teori Stewardship

Davidson & Davis, (1991) menjelaskan pada teori stewardship, bahwa pengelola
organisasi (steward) cenderung bertindak untuk kepentingan kolektif dan berorientasi pada
pencapaian tujuan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam konteks sektor
publik, pemerintah bertindak sebagai steward yang mengelola sumber daya publik,
sedangkan masyarakat berperan sebagai principal yang memberikan mandat pengelolaan
tersebut. Teori stewardship menekankan pentingnya sistem pelaporan, transparansi, dan
kepatuhan terhadap regulasi sebagai mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh
karena itu, penerapan akuntansi sektor publik, transparansi laporan keuangan, serta
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam
mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pelaporan yang
memungkinkan pemerintah menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan
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terstandarisasi. Penerapan standar akuntansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan
kualitas laporan keuangan serta memperkuat pertanggungjawaban instansi terhadap publik.
Laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan
instrumen yang telah diaudit untuk memastikan reliabilitasnya. Dengan mengacu pada
standar akuntansi yang baku, laporan keuangan pemerintah bertransformasi menjadi
sumber informasi strategis yang esensial bagi publik untuk mengevaluasi akuntabilitas serta
menjadi kompas dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor kehidupan (Rahmawati &
Heliana, 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Syarif et al. (2022); (Rahmawati &
Heliana, 2022). Namun, penelitian lain menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi
belum tentu meningkatkan akuntabilitas apabila implementasinya belum optimal (Firnando
et al. 2024). Berdasarkan argumentasi teoritis dan temuan empiris tersebut, dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Terhadap Akuntantabilitas
Kinerja Pemerintah

Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam
menyampaikan informasi terkait pengelolaan anggaran kepada publik. Dalam perspektif
stewardship, transparansi menjadi sarana untuk membangun kepercayaan antara
pemerintah dan masyarakat. Penelitian (Herlina et al. (2021) menunjukkan bahwa
transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah. Transparansi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan
terhadap penggunaan anggaran sehingga mendorong peningkatan Kkinerja instansi
pemerintah. Dengan demikian, transparansi dapat menciptakan akuntabilitas horizontal
antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong terwujudnya good
governance di tingkat daerah (Parker & Favotto, 2025). Terkait aspek kredibilitas, tidak adil
jika moderator ringkasan anggaran menyalahkan masyarakat karena tidak dapat memahami
laporan keuangan pemerintah, sebab pada dasarnya masyarakat memerlukan informasi
dasar dan langsung yang berkaitan dengan kepentingan mereka (Sari, Mulyani, & Budiarto,
2020). Berdasarkan tinjauan teoretis dan empiris tersebut, maka hipotesis kedua dalam studi
ini dirumuskan sebagai:

HZ2: Penerapan Transparansi Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah

Ketaatan Peraturan Perundangan

Penerbitan Inpres No. 7 Tahun (1999) menjadi landasan fundamental bagi penguatan
sistem akuntabilitas di sektor publik demi terciptanya pemerintahan yang terpercaya.
Kepatuhan terhadap regulasi mencerminkan tingkat ketaatan aparatur pemerintah terhadap
norma hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara konseptual, kepatuhan regulasi
menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola yang tertib dan terukur. Yuliastina. et al., (2025)
dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat pengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang
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dilakukan oleh Muslimah et al. (2023), yang menyatakan bahwa tingkat ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini disusun
sebagai berikut:

H3: Penerapan Ketaatan Peraturan Perundangan Berpengaruh Terhadap
Akuntantabilitas Kinerja Pemerintah

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori
untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, transparansilaporan keuangan,
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Penelitian dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan pada periode Januari-
Maret 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pada OPD Kota Gorontalo
yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) aparatur yang terlibat
langsung dalam pengelolaan atau pelaporan keuangan, (2) memiliki masa kerja minimal satu
tahun, dan (3) menduduki jabatan seperti kepala dinas, kepala subbagian keuangan, kepala
subbagian program, atau staf keuangan. Sebanyak 80 kuesioner disebarkan kepada
responden yang memenuhi kriteria tersebut dan 43 kuesioner dinyatakan layak untuk
dianalisis, sehingga tingkat respons sebesar 53,75%. Jumlah sampel ini telah memenuhi
ketentuan minimal analisis regresi berganda, yaitu sekurang-kurangnya 10 kali jumlah
variabel independen (Sugiyono, 2018). Data yang digunakan merupakan data primer yang
diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden pada masing-
masing OPD. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel yang diadaptasi
dari penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks pemerintah daerah. Pengukuran
variabel menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5
(sangat setuju).

Akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen diukur melalui indikator kejelasan
target kinerja, kesesuaian realisasi dengan perencanaan, ketepatan pelaporan Kkinerja,
evaluasi pencapaian program, dan pertanggungjawaban kepada publik. Penerapan akuntansi
sektor publik diukur melalui kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, ketepatan
pencatatan transaksi, penyusunan laporan sesuai standar, ketepatan waktu pelaporan, dan
konsistensi penerapan standar. Transparansi laporan keuangan diukur melalui aksesibilitas
laporan, kejelasan dan kelengkapan informasi, publikasi laporan, serta kemudahan dipahami
oleh masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diukur melalui
kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, kepatuhan prosedural,
pengawasan internal, serta ketaatan terhadap standar administrasi. Sebelum dilakukan
pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji validitasnya menggunakan korelasi Pearson
Product Moment dan diuji reliabilitasnya menggunakan Cronbach’s Alpha. Selanjutnya
dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan
heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis
dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model persamaan:
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Y=a+blX1l+b2X2+b3X3 +e

Di mana Y adalah akuntabilitas kinerja, X1 adalah penerapan akuntansi sektor publik,
X2 adalah transparansi laporan keuangan, dan X3 adalah kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% menggunakan uji t
untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ini mencakup seluruh unit dalam Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Pemerintah Kota Gorontalo, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
serta berbagai Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Populasi sasaran melibatkan seluruh
elemen perangkat OPD, sementara penentuan sampel dilakukan secara selektif (purposif)
dengan kriteria pegawai yang memiliki masa kerja minimal satu tahun. Responden yang
berjumlah 80 orang ini menduduki posisi strategis, yaitu Kepala Dinas, Kepala Sub-Bagian
Keuangan, Kepala Sub-Bagian Program, serta Staf Keuangan. Keragaman profil responden
dipetakan berdasarkan kategori gender, rentang usia, dan durasi pengabdian. Dalam tahap
pengujian instrumen, validitas data diverifikasi menggunakan korelasi Product Moment
Pearson untuk mengukur keterkaitan antara skor butir pertanyaan dengan total skor
variabel, yang meliputi aspek akuntansi kinerja pemerintah, akuntansi sektor publik,

transparansi finansial, dan regulasi perundang-undangan.

Berdasarkan data pengembalian kuesioner yang dibagikan awalnya sebanyak 80
responden, dikembalikan dengan tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 43 responden.
Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 53,75%. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat pengembalian survei di OPD Kota Gorontalo terbilang cukup
tinggi. Kemudian karakteristik responden dipisah kembali berdasarkan usia, jenis kelamin,
lama masa bekerja.

Penelitian ini responden perempuan mendominasi di mana jumlah responden
perempuan yaitu 32 orang dengan jumlah presentase sebesar 74,42% sedangkan untuk laki-
laki hanya 11 responden dengan jumlah presentase sebesar 25,58%. Sedangkan jika
responden dilihat karakteristik usia diketahui bahwa sebagian besar responden berusia 41-
50 tahun, yaitu sebanyak 32 orang atau 74,42%. Selanjutnya, responden yang berusia lebih
dari 50 tahun berjumlah 6 orang dengan presentase 13,96%, sementara responden yang
berusia 33-40 tahun tercatat paling sedikit, yaitu 5 orang dengan presentase 11,63%.

Diketahui juga masa kerja responden 11-20 tahun adalah yang terbanyak dengan
jumlah responden 29 orang dan jumlah presentase sebesar 67,44%, kemudian 21-30 tahun
dengan jumlah responden sebanuak 9 orang dengan jumlah presentase sebesar 20,93%,
dilanjut dengan responden masa kerja 1-10 tahun berjumlah 4 responden dengan besaran
presentase sebesar 9,30% dan yang paling sedikit yaitu responden dengan masa kerja lebih
dari 30 tahun yaitu 1 responden dan jumlah presentase sebesar 2,33%.

Statistik Deskriptif Variabel

Data deskriptif mengungkapkan karakteristik distribusi jawaban dari 43 responden
untuk kedua variabel utama. Variabel Akuntansi Sektor Publik (X1) memiliki skor rata-rata
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sebesar 21,33 dengan fluktuasi data yang tercermin dari standar deviasi 3,772. Di sisi lain,
variabel Transparansi Laporan Keuangan (X2) menghasilkan nilai rerata yang hampir
serupa, yakni 21,30, dengan simpangan baku sebesar 3,955. Kedua variabel tersebut
memiliki rentang nilai yang identik, yaitu 5 untuk nilai terendah dan 25 untuk nilai tertinggi.
Hasil ini memberikan gambaran bahwa secara kolektif, responden cenderung memberikan
penilaian positif terhadap implementasi akuntansi dan transparansi finansial di instansi
terkait.

Tinjauan statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Terhadap
Perundangan (X3) menghasilkan rerata sebesar 21,16, yang mengindikasikan bahwa
responden secara kolektif menyetujui pernyataan terkait regulasi tersebut. Simpangan baku
atau standar deviasi untuk variabel ini tercatat sebesar 4,665. Di sisi lain, variabel dependen
yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) memiliki nilai mean 20,58, yang juga
berada dalam klasifikasi skala jawaban setuju. Dengan sebaran nilai antara 5 sampai 25,
standar deviasi untuk variabel Y ini adalah 3,881. Hal ini menggambarkan bahwa 43
responden dalam penelitian ini memiliki konsistensi persepsi yang cukup baik terhadap
akuntabilitas kinerja maupun kepatuhan regulasi.

Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor
butir pertanyaan dengan skor total variabel melalui metode Product Moment Pearson.
Instrumen penelitian ini dikategorikan valid apabila skor pada setiap item memiliki
hubungan positif yang kuat terhadap skor total variabel dibandingkan dengan hubungan

antar-item. Langkah ini krusial untuk memastikan objektivitas data yang dikumpulkan dari
responden.

Data pengujian yang mengonfirmasi bahwa seluruh item kuesioner untuk variabel
X1, X2, X3, dan Y berada dalam kategori valid. Status validitas ini diperoleh melalui
perbandingan nilai korelasi, di mana nilai r-hitung yang dihasilkan terbukti lebih tinggi
daripada nilai r-tabel. Pencapaian ini menegaskan bahwa seluruh indikator pertanyaan yang
disusun telah selaras dengan variabel masing-masing, sehinggalayak untuk digunakan dalam
tahap analisis data selanjutnya.

Uji Reliabilitas
Tujuan dilakukannya uji reliabilitas adalah agar dapat diketahui sejauh mana hasil
pengukuran tetap dalam keadaan stabil. Sebuah instrument dapat dikatakan andal jika

hjawaban seseorang dari sebuah pertanyaan tetap stabil dan tidak berubah-ubah dari waktu
ke waktu.

Data reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai
Cronbach’s Alpha yang mencapai 0,70. Atas dasar hasil tersebut, setiap indikator dari masing-
masing variabel dapat dinyatakan reliabel. Status reliabilitas ini menegaskan bahwa
perangkat pertanyaan dalam penelitian ini memiliki koherensi yang kuat, sehingga
instrumen tersebut dianggap handal dalam mengukur fenomena Akuntansi Sektor Publik,
Transparansi, Kepatuhan Regulasi, serta Akuntabilitas Kinerja.
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Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik Normal P-P Plot of
Regregssion Studentized Residual Mengacu pada visualisasi hasil pengujian pada Gambar 2,
uji normalitas yang dioperasionalkan melalui metode Kolmogorov-Smirnov (atau Shapiro-
Wilk) menghasilkan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,200. Mengingat angka tersebut
berada di atas ambang batas 0,05, dapat dikonfirmasi bahwa data residual dalam penelitian
ini memiliki distribusi yang normal. Terpenuhinya asumsi normalitas ini menjadi prasyarat
krusial yang menjamin bahwa model regresi yang dikembangkan layak untuk dianalisis pada
tahap berikutnya. Kepastian distribusi normal ini sangat penting guna memastikan bahwa
estimasi parameter dalam model regresi bersifat valid dan hasil uji statistik yang diperoleh
memiliki derajat reliabilitas yang tinggi.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pengujian asumsi klasik, teridentifikasi bahwa nilai tolerance untuk
setiap variabel independen (X1, X2, dan X3) secara konsisten berada di atas angka 0,1,
sementara nilai VIF berada jauh di bawah ambang batas 10. Secara spesifik, variabel X1
memiliki VIF 4,382, variabel X2 sebesar 3,782, dan variabel X3 sebesar 4,846. Hasil ini
mengindikasikan bahwa tidak terjadi korelasi yang berlebihan antar variabel independen
dalam model regresi. Oleh karena itu, tidak ditemukan gejala multikolinearitas dalam
penelitian ini, sehingga model tersebut dinyatakan stabil dan valid untuk digunakan sebagai
basis penarikan kesimpulan.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan guna mengevaluasi stabilitas varians
residual di seluruh rangkaian data pengamatan. Melalui pendekatan grafik scatterplot, model
regresi yang baik harus menunjukkan sebaran titik data yang acak tanpa membentuk pola
linear maupun lengkung yang jelas di sekitar titik nol pada sumbu Y. Distribusi data yang
tersebar luas, baik di area positif maupun negatif sumbu Y, menegaskan bahwa tidak terjadi
gangguan heteroskedastisitas dalam model. Uji Heterokedastisitas mengungkapkan bahwa
sebaran data pada grafik scatterplot tidak membentuk pola sistematis yang jelas di sepanjang
sumbu Y. Hal tersebut memberikan indikasi kuat bahwa tidak terdapat gangguan
heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Oleh karena itu, model regresi yang diajukan
memenuhi kriteria kelayakan untuk dioperasionalkan sebagai alat uji dalam penelitian.

Uji Analisis Linear Berganda

Tercapainya seluruh syarat dalam uji asumsi klasik menandakan bahwa model
regresi yang digunakan telah valid dan terbebas dari bias statistik. Oleh karena itu, langkah
selanjutnya adalah melakukan penilaian dan penjabaran terhadap model regresi berganda.
Proses ini dilakukan melalui kerangka analisis sistematis yang dirancang untuk menguji
hipotesis penelitian serta melihat sejauh mana kontribusi masing-masing prediktor dalam
menjelaskan fenomena yang diteliti, sebagaimana diuraikan berikut:

y =3.970 - 0.052X1 + 0.533X2 +0.300 + €
Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Model regresi menunjukkan nilai konstanta 3,970, yang mencerminkan estimasi
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dasar akuntabilitas kinerja (Y) ketika seluruh variabel independen tidak mengalami
intervensi atau bernilai nol. Secara spesifik, koefisien variabel akuntansi sektor publik (X1)
berada pada angka -0,52. Tanda negatif tersebut menginformasikan adanya hubungan
asimetris; di mana peningkatan pada variabel X1 sebesar satu satuan akan diikuti dengan
pengurangan nilai akuntabilitas (Y) sebesar 0,533, asumsi ceteris paribus. Secara substansial,
temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akuntansi sektor publik tidak selaras dengan
peningkatan akuntabilitas kinerja dalam model ini. Sebaliknya, variabel transparansilaporan
keuangan (X2) memberikan kontribusi positif dengan nilai koefisien 0,533. Analisis regresi
menunjukkan adanya hubungan positif antara transparansi laporan keuangan (X2) dengan
akuntabilitas kinerja (Y), yang ditandai dengan koefisien sebesar 0,533. Secara matematis,
peningkatan satu satuan pada tingkat transparansi akan meningkatkan nilai akuntabilitas
sebesar 0,533, asalkan variabel independen lainnya tetap stabil. Korelasi positif ini
menegaskan bahwa kebijakan keterbukaan informasi finansial berdampak signifikan pada
pencapaian sasaran organisasi. Sementara itu, untuk variabel kepatuhan terhadap
perundangan (X3), diperoleh nilai koefisien 0,300 yang juga menunjukkan arah hubungan
searah. Hal ini berarti penambahan satu satuan pada tingkat kepatuhan hukum akan
berdampak pada kenaikan akuntabilitas sebesar 0,300. Dengan kata lain, integritas terhadap
aturan perundang-undangan merupakan katalisator bagi terciptanya kinerja yang akuntabel.

Hasil Uji T
Berikut merupakan hasil Uji T:

Tabel 7. Hasil Uji T

Variabel Thitung Ttabel Sig. Keterangan
(Constant) 1.866 0.70

Akuntansi Sektor Publik (X1) -265 1.995 0.793 H1 Ditolak
Transparansi Laporan Keuangan (X2) 3.088 1995 0.004 H2 Diterima
Peraturan Perundangan (X3) 1.809 1.995 0.078 H3 Ditolak

Sumber: data diolah SPSS, 2025

Melalui statistik uji-t yang terdiri Akuntansi Sektor Publik (X1), Transparansi
Laporan Keuangan (X2), Kepatuhan Terhadap Perundangan (X3) dapat menunjukkan
pengaruh parsial dari variabel tersebut terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme tata kelola memiliki
peran yang sama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Jika dilihat
dari teori stewardship, pemerintah sebagai pengelola anggaran publik seharusnya bekerja
untuk kepentingan masyarakat dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara
terbuka. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik, transparansilaporan keuangan,
dan kepatuhan terhadap peraturan seharusnya dapat mendukung terciptanya akuntabilitas
kinerja. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran masing-masing faktor
tersebut berbeda dalam praktiknya. Penerapan akuntansi sektor publik dalam penelitian ini
belum menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja. Secara teori, sistem
akuntansi pemerintah dibuat agar laporan keuangan tersusun dengan baik dan dapat
digunakan untuk menilai kinerja instansi.
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Syarif et al. (2022) yang justru menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap mutu
kinerja instansi. Ketidakkonsistenan hasil ini menyoroti peran strategis standar akuntansi
pemerintah sebagai media untuk menciptakan pelaporan yang lebih kredibel. Dalam konteks
pengelolaan keuangan publik, penyajian laporan keuangan yang berbasis pada standar
akuntansi merupakan manifestasi nyata dari upaya pemerintah dalam menjamin
keterbukaan dan tanggung jawab finansial kepada publik. Namun, penelitian lain seperti
Firnando et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi tidak selalu berdampak
langsung terhadap akuntabilitas apabila hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban
pelaporan. Temuan dalam penelitian ini lebih mendekati hasil tersebut. Hal ini menunjukkan
bahwa sistem akuntansi mungkin sudah dijalankan, tetapi belum sepenuhnya digunakan
sebagai alat untuk memperbaiki dan mengevaluasi kinerja program. Dengan kata lain,
laporan keuangan sudah disusun sesuai aturan, tetapi belum tentu dimanfaatkan secara
optimal untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi.

Berbeda dengan itu, transparansi laporan keuangan menunjukkan peran yang lebih
jelas dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Keterbukaan informasi memungkinkan
masyarakat mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan bagaimana hasilnya dicapai.
Herlina et al. (2021) dan Masoud, (2025) menemukan bahwa semakin terbuka suatu instansi
dalam menyampaikan informasi keuangan, semakin tinggi tingkat akuntabilitasnya. Temuan
ini sejalan dengan hasil penelitian ini. Ketika laporan keuangan dapat diakses dan dipahami,
aparatur pemerintah cenderung lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugasnya karena adanya pengawasan dari masyarakat. Namun, Fitri & Arza,
(2023) mengingatkan bahwa transparansi tidak cukup hanya dengan menyediakan
dokumen, tetapi juga harus memastikan informasi tersebut jelas dan mudah dipahami. Oleh
karena itu, transparansi yang efektif bukan hanya soal membuka akses, tetapi juga tentang
kualitas penyampaian informasi.

Sementara itu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
penelitian ini tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan akuntabilitas kinerja. Secara
umum, kepatuhan terhadap aturan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan
keuangan daerah. Muslimah et al. (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi
dapat meningkatkan akuntabilitas jika dijalankan dengan pengawasan yang baik. Namun,
Oktaviani et al. (2019) dan Ferry & Midgley, (2024)menemukan bahwa kepatuhan
administratif belum tentu meningkatkan kualitas kinerja apabila hanya berfokus pada
pemenuhan dokumen dan prosedur. Temuan penelitian ini mengarah pada kondisi tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa mengikuti aturan saja belum cukup untuk meningkatkan kinerja
jika tidak disertai upaya untuk memastikan program berjalan efektif dan mencapai target
yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
keterbukaan informasi memiliki peran yang lebih nyata dalam mendorong akuntabilitas
dibandingkan penerapan sistem dan aturan yang hanya bersifat internal. Sistem akuntansi
dan regulasi tetap penting sebagai dasar pengelolaan keuangan, tetapi dampaknya terhadap
akuntabilitas sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut digunakan dalam praktik.

Jika sistem hanya dijalankan sebagai kewajiban rutin, maka pengaruhnya terhadap
kinerja menjadi terbatas. Namun, ketika keterbukaan informasi mendorong adanya
pengawasan publik, maka akuntabilitas kinerja lebih mudah terbentuk. Dengan demikian,
upaya peningkatan akuntabilitas di pemerintah daerah tidak cukup hanya dengan
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memperbaiki aturan dan sistem, tetapi juga perlu memperkuat transparansi dan
pemanfaatan informasi untuk evaluasi kinerja.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor
publik, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa transparansilaporan keuangan memiliki peran yang paling nyata dalam
mendorong akuntabilitas kinerja. Sementara itu, penerapan akuntansi sektor publik dan
kepatuhan terhadap regulasi belum menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan
kinerja. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa keberadaan sistem dan aturan saja
belum cukup untuk menjamin akuntabilitas kinerja. Laporan keuangan yang disusun sesuai
standar dan kepatuhan terhadap prosedur administratif tetap penting sebagai dasar tata
kelola. Namun, tanpa keterbukaan informasi dan pemanfaatan data untuk evaluasi kinerja,
dampaknya terhadap peningkatan kualitas kerja organisasi menjadi terbatas. Secara teoretis,
hasil penelitian ini memperkuat pandangan dalam teori stewardship bahwa akuntabilitas
tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melalui hubungan
kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi menjadi sarana yang
memperkuat hubungan tersebut karena membuka ruang pengawasan publik. Dengan
demikian, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme keterbukaan memiliki peran yang
lebih langsung dalam membentuk akuntabilitas dibandingkan mekanisme administratif yang
hanya bersifat internal. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arah kebijakan bagi
pemerintah daerah. Upaya peningkatan akuntabilitas tidak cukup hanya dengan
memperbaiki regulasi atau memastikan laporan keuangan tersusun sesuai standar.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa informasi keuangan mudah diakses, jelas, dan
dapat dipahami oleh masyarakat. Selain itu, sistem akuntansi perlu dimanfaatkan sebagai alat
untuk mengevaluasi capaian program, bukan hanya sebagai kewajiban pelaporan rutin.
Penguatan kapasitas aparatur dan integrasi antara pelaporan keuangan dan pengukuran
kinerja juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban
publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden dan cakupan wilayah
yang hanya berfokus pada satu pemerintah daerah, sehingga hasilnya belum dapat
digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak
daerah dan mempertimbangkan variabel lain seperti kualitas pengendalian internal, budaya
organisasi, atau kompetensi sumber daya manusia agar pemahaman tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja menjadi lebih komprehensif.
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